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KATA PENGANTAR  

 

 

Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat, hidayah 

dan karunianya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng 

Rappang Tahun 2021 dapat diselesaikan. LKjIP adalah wujud 

pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga 

pemerintah selama satu Tahun anggaran. Kinerja Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang telah 

diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng 

Rappang yang dalam proses penyusunannya telah sesuai dengan Peraturan 

Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah. 

 

LKjIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 merupakan bentuk komitmen nyata 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 

Sidenreng Rappang dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 

Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang 

diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

 

Melalui penyusunan LKjIP ini semoga dapat digunakan sebagai bahan 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk meningkatkan kinerja di 

masa mendatang juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip 

good and clean governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan 

akuntabilitas di lingukungan pemerintah. 

 

Pangkajene Sidenreng, 04 Januari 2022 

 

Kepala Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten   Sidenreng Rappang 

 

 

 

 

FAIZAL SEHUDDIN, S.STP, M.Adm.KP  

           N I P : 19801006 200012 1 001 
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BAB  I  

PENDAHULUAN  

 

A. Gambaran Umum Organisasi 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 2004 tentang Pembentukan dan 

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 

2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng 

Rappang Mempunyai Tugas membantu Bupati dalam Menyelenggarakan Pemerintahan 

Daerah di bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengelolaan Kepegawaian Daerah serta Tugas 

lain yang diberikan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 

di atas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 

Sidenreng Rappang menyelenggarakan fungsi : 

1. Perumusan Kebijakan Tehnis Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengelolaan 

Kepegawaian Daerah 

2. Pemberian Pelayanan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bidang 

Kepegawaian. 

B. Fungsi Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Sidenreng Rappang 

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang, maka Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki Fungsi 

strategis yaitu sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam melaksanakan penyusunan 

dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah. Secara singkat Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang 

adalah perangkat daerah yang melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah yaitu 

keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat 

profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi 

perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, 

kesejahteraan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah. 

C. Permasalahan Utama (strategic issued) yang dihadapi Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang 

Adapun permasalahan utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan 

pelayanan di bidang kepegawaian di Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu sebagai berikut 

: 

1. Masih Kurangnya ASN yang menduduki Jabatan Fungsional (tidak termasuk guru 

dan tenaga kesehatan) 

2. Masih adanya Pegawai yang berpendidikan SMA kebawah 

3. Masih adanya Pegawai Fungsional selain guru dan tenaga kesehatan belum 

bersertifikat 

4. Masih rendahnya ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal  
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5. Pelaksanaan Diklat Struktural belum mencapai target yang telah ditetapkan 

disebabkan keterbatasan alokasi anggaran dalam mendanai kegiatan diklat 

D. DASAR 

Adapun dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-

IP) adalah : 

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

3. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi selatan Nomor 10 tahun 2013 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah (Propinsi Sulawsesi 

Selatan Tahun 2013-2018) (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 

2015, Nomor 9); 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 6 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 

5. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 22a Tahun 2019 tentang Rencana Strategis 

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023; 

6. Surat Edaran Bupati Sidenreng Rappang No. 050/1986/Bappelitbangda Tanggal 15 

April 2019, Perihal Penyusunan Rancangan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023. 

7. Surat Bupati Sidenreng Rappang No. 061/068/Org. Tanggal 15 Desember 2021 

perihal penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKJ-IP) Tahun 2021 dan 

Perjanjian Kinerja 2022. 

 

E. MAKSUD DAN TUJUAN  

1. Maksud 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng 

Rappang dimaksudkan Untuk : 

a. Memberikan gambaran terhadap pelaksanaan dan pencapaian kinerja 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021. 

b. Mendorong setiap instansi pemerintah Khususnya Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk dapat menjalankan 
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tugas dan fungsinya dengan baik (efektif dan efisien) dan dapat 

dipertanggung jawabkan secara jelas dan terukur. 

c. Menetapkan Kinerja Tahun 2022 yang sedang dan akan dilaksanakan 

berdasarkan kegiatan/program prioritas. 

2. Tujuan 

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Tahun 

2021 dan Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang :  

a. Mewujudkan akuntabilitas Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang mengenai tingkat 

pencapaian pelaksanaan program, Kegiatan dan Subkegiatan dalam 

mewujudkan Tujuan dan Sasaran Organisasi, sehingga kita dapat 

mengetahui dan menilai bagaimana keberhasilan dan kegagalan SKPD 

ini dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam kurung waktu 

satu tahun  2021. 

b. Sebagai alat untuk evaluasi guna perbaikan kinerja SKPD ini dimasa 

yang akan datang. 

c. Tersedianya Rencana Kerja sebagai Dokumen Perencanaan dan 

Perajukan dalam menetapkan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis. 

F. SISTIMATIKA LAPORAN  

Sistimatika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 

diuraikan sebagai berikut :  

BAB I  : PENDAHULUAN  

Pada bab ini disajikan Penjelasan Umum Organisasi, dengan penekanan kepada 

aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic Issued) yang sedang 

dihadapi Organisasi. 

BAB II  : PERENCANAAN KINERJA  

 Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan 

BAB III  : AKUNTABILITAS KINERJA  

1. Capaian Kinerja Organisasi 

  Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan 

kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. 

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian 

kinerja sebagai berikut : 

a. membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 

b. membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan 

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 

c. membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target 

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis 

Organisasi 

d. membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) 
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e. analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja 

serta alternative solusi yang telah dilakukan 

f. analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

g. analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja 

2. Realisasi Anggaran 

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk 

mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja 

BAB IV  : PENUTUP 

 Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan 

kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja. 
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BAB  I I  

PERENCANAAN KIN ERJA 

A. Perencanaan Strategis 

Sebagai Badan yang membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam 

melaksanakan manajemen kepegawaian, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang harus dapat mewujudkan ASN yang mampu 

menjadi pelaksana kebijakan publik, pelayan publik serta sebagai perekat dan pemersatu 

bangsa sebagaimana amanat Undang-undang No. 5 Tahun 2014. Oleh karena itu, Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang 

dalam mewujudkan cita-cita tersebut merumuskan gambaran masa depan yang diinginkan 

pada kurun waktu tertentu (lima tahun) dalam bentuk Visi Misi  Bupati yaitu ñMewujudkan 

Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agribisnis yang Maju Dengan Masyarakat 

Religius, Adil, Aman dan Sejahteraò adapun misi bupati yang berkaitan dengan tugas 

pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu misi ke 5 ñMengoptimalkan kinerja, kualitas dan 

profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan public melalui 

penerapan good governance dan elektronik governanceò 

Tujuan yang dirumuskan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Meningkatkan Profesionalisme Aparatur 

Daerah dan Prima dalam Pelayanan. Adapun indikator tujuannya adalah Nilai indeks 

Profesionalitas ASN Kabupaten Sidenreng Rappang yang diukur setiap tahunnya,  

Dalam pencapaian Tujuan yang telah ditetapkan maka sasaran yang akan dicapai 

sebagai berikut : 

 

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Kepegawaian 

2. Meningkatnya Kompetensi Aparatur Daerah 

3. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan 

Adapun Tabel rencana Kinerja Periode Renstra BKPPD tahun 2018-2023 dapat 

dilihat sebagai berikut : 
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B. Perjanjian Kinerja 2021 

Dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja pada dasarnya 

adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih 

tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program, 

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian 

kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan 

pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang 

serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja 

yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) 

yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian 

target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan 

tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. 

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah : 

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah 

untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja 

Aparatur; 

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan 

sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; 

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, 

evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima 

amanah; 

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. 

 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan 

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 

NO. TUJUAN  
INDIKATOR 

TUJUAN  
SASARAN  

INDIKATOR 

SASARAN  

TARGET KINERJA TUJUAN/ 
SASARAN PADA TAHUN KE - 

2019  2020  2021  2022  2023  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1 Meningkatkan 

Profesionalisme 
Aparatur Daerah 

dan Prima dalam 

Pelayanan 

Indeks 

Profesionalitas 
ASN 

 
 81 82 83 84 85 

Meningkatnya 

Kualitas 

Pelayanan 
dibidang 

Kepegawaian 

Persentase 

Layanan 

Administrasi 
Kepegawaian 

yang 

Terselesaikan 

  89% 90% 95% 

Meningkatnya 
Kompetensi 

Aparatur Daerah 

Persentase ASN 

yang mengikuti 
Pendidikan dan 

Pelatihan 

  4,55% 5,00% 6,39% 

Meningkatnya 
Tata Kelola 

Kinerja dan 

Keuangan 

Predikat Nilai 

Sakip 
  62 (B) 63 (B) 64 (B) 
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2021 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Sidenreng Rappang guna 

mewujudkan target kinerja sesuai dengan lampiran perjanjian dibawah ini : 

 

PERJANJIAN KINERJA ESELON II  

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Tahun Anggaran 2021 

No. Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target 

1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan dibidang 

Kepegawaian 

Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian 

yang terselesaikan 

89% 

2 Meningkatnya Kompetensi Aparatur 

Daerah 

Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan 

Pelatihan 

4,55% 

3 Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan 

Keuangan 

Predikat Nilai Sakip 62 (B) 

 

Program               Anggaran 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota       Rp. 3.684.563.700 

2. Program Kepegawaian Daerah           Rp. 1.605.163.200 

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia         Rp. 1.238.277.000 

 

  Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng 

Rappang pada Tahun Anggaran 2021 telah melaksanakan 3 (Tiga) program, 12 (dua 

belas) Kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) Subkegiatan yang didukung oleh Alokasi 

Anggaran sebesar Rp. 6.528.003.900,-  
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BAB III  

AKUNTABILITAS KINERJA  

A. Capaian Kiner ja Organisasi 

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan 

tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah 

wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan 

sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas 

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada 

perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Skala Pengukuran Kinerja 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

No SKALA CAPAIAN KINERJA  KATEGORI  

1 Lebih dari 100% Sangat Baik 

2 75 ï 100% Baik 

3 55 ï 74% Cukup 

4 Kurang dari 55% Kurang 

 

  Pada tahun 2021, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang telah melaksanakan seluruh Program, 

Kegiatan dan Subkegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Terdapat Perubahan 

Nomenklatur Program, Kegiatan serta adanya Penambahan Sub Kegiatan berdasarkan 

Permendagri 90 maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Sidenreng Rappang di Tahun 2021 ini menjadi lebih berbeda dari tahun 

sebelumnya, dampak daripada itu indikator di tahun 2019 dan 2020 tidak dipakai lagi 

digantikan dengan indikator yang disesuaikan dengan Permendagri 90. 

  Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 dan 

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Sidenreng Rappang, Setidaknya terdapat 4 sasaran strategis yang harus 

diwujudkan pada tahun ini, yaitu : 
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1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Kepegawaian 

 

Analisis pencapaian Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan di 

Bidang Kepegawaian, Seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik, negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan 

penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan 

publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang 

dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan 

seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang 

peningkatan pelayanan publik, sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban 

setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan 

korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang 

memberi pengaturan secara jelas, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan 

menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan 

dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan 

penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

Melihat pentingnya kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah, Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang 

merupakan salah satu instansi pemerintah yang menyelenggarakan tugas negara di 

bidang administrasi dan manajemen kepegawaian di wilayah Kabupaten Sidenreng 

Rappang. Dalam melaksanakan tugasnya para pegawai Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang ini dituntut untuk 

memberikan pelayanan yang prima dalam bidang kepegawaian, sehingga kualitas 

pelayanan pegawai juga harus diperhatikan. 

Merupakan hal yang Paling Utama didalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi maka 

dengan ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 

Sidenreng Rappang melihat Perlunya ada Transformasi dan Peningkatan Kualitas 

Pelayanan terutama di bidang Kepegawaian Dalam hal ini yang disebutkan penerima 

pelayanan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 

Kabupaten Sidenreng Rappang tidak lain adalah para pegawai negeri sipil itu sendiri. 

Pelayanan yang diberikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya 

Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang hanya sebatas kepada para PNS saja, bukan 

masyarakat luas. Jadi BKN adalah instansi yang mengurusi semua segala sesuatu yang 

berhubungan dengan pegawai negeri sipil tersebut, mulai dari calon pegawai negeri sipil tersebut 

masuk menjadi PNS, menetapkan nomor identitas pegawai negeri sipil, kenaikan pangkat, 

perpindahan PNS antar wilayah atau instansi (mutasi), serta pemberhentian dan pemberian 

pensiun bagi para PNS. 
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Dalam Upaya Perbaikan Pelayanan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang mengangkat suatu sasaran untuk 

memperbaiki Kualitas Pelayanan di Bidang Kepegawaian yang dianggap perlu guna 

menunjang efisiensi dan efektifitas Pelaksanaan Tugas Pelayanan, dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini 

 

  

 Dapat dilihat dari tabel diatas perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 

2021 untuk setiap indikator kinerja yang mendukung sasaran Meningkatnya Kompetensi 

Kualitas Pelayanan di Bidang Kepegawaian dapat dilihat dari Jumlah Layanan yang 

diselesaikan dibagi (/) dengan Jumlah Total Keseluruhan Layanan dikali (x) 100, Hasilnya 

adalah sebagai berikut :  

0ÅÒÓÅÎÔÁÓÅ ,ÁÙÁÎÁÎ !ÄÍ +ÅÐÅÇÅ×ÉÁÎ
ὐόάὰὥὬ ὒὥώὥὲὥὲ ώὥὲὫ ὨὭίὩὰὩίὥὭὯὥὲ

ὐόάὰὥὬ Ὕέὸὥὰ ὒὥώὥὲὥὲ
ὼ ρππϷ 

 

0ÅÒÓÅÎÔÁÓÅ ,ÁÙÁÎÁÎ !ÄÍ +ÅÐÅÇÁ×ÁÉÁÎ
ρτȢυωυ

ρτȢφτρ
ὼ ρππϷ 

 

    = 99,68% 

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan 

beberapa tahun terakhir. 

 

 Jika melihat dari capaian Kinerja dari tahun ke tahun pada keseluruhan indikator 

kinerja yang ditetapkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Sasaran 

Startegis 

Indikator Kinerja  Satuan Target Realisasi Capaian 

(%)  

Meningkatnya 

Kualitas 

Pelayanan di 

Bidang 

Kepegawaian 

1 Persentase 

Layanan 

Administrasi 

Kepegawaian 

yang 

Terselesaikan  

Persentase 89 

 

99,68 112 

Skala Capaian 112% 

Indikator Kinerja  

Capaian (%) 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian 

yang Terselesaikan 

100 100 100 100 99,68 
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Kabupaten Sidenreng Rappang mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, 

menunjukkan persentase yang sudah melampaui dari target yang telah ditetapkan 

 

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka 

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 

 

 Melihat dari capaian rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2021 dengan kondisi 

kinerja pada akhir periode Renstra sudah melampaui dari target diharapkan capaian ditahun 

2022 dan 2023 tetap menunjukkan capaian yang maksimal. 

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan 

kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan  

Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta 

alternatif solusi yang telah dilakukan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 untuk sasaran 

Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Kepegawaian dapat dilihat dari semua 

jenis pelayanan yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya 

Manusia yang dikerjakan selama kurun waktu satu tahun, jenis pelayanan dapat dilihat 

dibawah ini : 

No Jenis Layanan 

Jumlah 

Keseluruhan 

Layanan 

Jumlah Layanan 

yang diselesaikan 

Jumlah Layanan 

yang belum 

diselesaikan 

1 Pelayanan Penerimaan 

Berkas Pendaftaran CASN 

2.250 2.250 - 

2 Pelayanan Berkas Usulan 

Pensiun 

183 183 - 

No Jenis Layanan 

Jumlah 

Keseluruhan 

Layanan 

Jumlah Layanan 

yang diselesaikan 

Jumlah Layanan 

yang belum 

diselesaikan 

Indikator Kinerja  Satuan Kondisi Kinerja 

pada Akhir 

Periode 

RENSTRA 

Rata-rata 

Realisasi 

sampai 

dengan tahun 

ini  

Capaian 

(%)  

1 Persentase Layanan 

Administrasi 

Kepegawaian yang 

Terselesaikan 

Persentase 95 99,89 105,14 
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3 Pelayanan Updating data 

Kepegawaian ASN 

1.899 1.899 - 

4 Pelayanan Pelaksanaan 

Mutasi ASN 

1.025 1.025 - 

5 Pelayanan Pindah Masuk dan 

Pindah Keluar Daerah 

75 29 43 

6 Pelayanan Berkas Usulan  

Kenaikan Pangkat 

808 808 - 

7 Pelayanan Pemberkasan 

Seleksi JPT dan Uji 

Kompetensi JPT 

30 30 - 

8 Pelayanan Pemberkasan 

Usulan Pemberian Izin 

Belajar dan Tugas Belajar 

126 126 - 

9 Pelayanan Pemberkasan dan 

Pelaksanaan Ujian Dinas dan 

Penyesuaian Ijazah 

46 46 - 

10 Pelayanan Verifikasi Absensi 

PNS 

4.896 4.896 - 

11 Pelayanan Berkas Berkala 

PNS 

2.367 2.367 - 

12 Pelayanan Pemberkasan 

Pemberian Tanda Jasa (Satya 

Lencana) 

447 447 - 

13 Pelayanan Izin dan Cuti ASN 358 358 - 

14 Pelayanan izin Cerai 15 15 - 

15 Pelayanan Pelaksanaan 

Pengambilan Sumpah CASN 

menjadi ASN 

116 116 - 

JUMLAH  LAYANAN  14.641 14.595 43 

 

 Dari total keseluruhan layanan yaitu sebanyak 14.641 dan jumlah layanan 

diselesaikan sebanyak 14.595 sehingga sebanyak 43 layanan yang belum yaitu pelayanan 

pindah masuk dan keluar daerah bagi ASN yang membutuhkan persetujuan dari BKN dan 

Tempat yang dituju.  
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e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya 

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 

2021 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan di bidang 

Kepegawaian yaitu sebesar Rp. 1.605.163.200 dan terealisasi sebesar Rp. 

1.584.646.865 atau sebesar 98,72%. 

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja 

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran 

Meningkatnya Kualitas Pelayanan dibidang Kepegawaian ini adalah sebanyak 1 

program, 4 kegiatan dan 16 Sub Kegiatan dapat dilihat di tabel dibawah ini : 

 

PROGRAM KEGIATAN  SUB KEGIATAN  

Kepegawaian Daerah Pengadaan, Pemberhentian 

dan Informasi Kepegawaian 

ASN 

Koordinasi dan Fasilitasi 

Pengadaan PNS dan PPPK 

Koordinasi Pelaksanaan 

Administrasi 

Pemberhentian 

Fasilitasi Lembaga Profesi 

ASN 

Pengelolaan Sistem 

Informasi Kepegawaian 

Mutasi dan Promosi ASN Pengelolaan Mutasi ASN 

Pengelolaan Kenaikan 

Pangkat ASN 

Pengembangan Kompetensi 

ASN 

Pengelolaan Asessment 

Center 

Pengelolaan Pendidikan 

Lanjutan ASN 

Fasilitasi Pengembangan 

Karier dalam Jabatan 

Fungsional 

Penilaian dan Evaluasi 

Kinerja Aparatur 

Pelaksanaan Penilaian dan 

Evaluasi Kinerja Aparatur 

Pengelolaan Pemberian 

Penghargaan bagi Pegawai 

Pengelolaan Tanda Jasa 

bagi Pegawai 
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Pembinaan Disiplin ASN 

Pengelolaan Penyelesaian 

Pelanggaran Disiplin ASN 

Pelayanan Proses Izin 

Perceraian Pegawai 

Evaluasi Disiplin ASN 

 

Keberhasilan Pencapaian, Program, Kegiatan serta sub Kegiatan tidak terlepas dari 

dukungan sarana dan prsarana serta adanya indikator mulai dari level Program sampai 

dengan sub kegiatan yang telah ditetapkan sehingga menjadi acuan dan standar dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi pokok pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang, indikator tersebut dapat dilihat dalam tabel 

berikut : 

No Program/Kegiatan Indikator 
Formulasi 
Indikator 

Target 2021 
Capaian 

2021 

PROGRAM 

1 Program 
Kepegawaian 

Daerah 

Rata-rata Nilai 
SKP ASN 

Rata-rata Nilai 
Keseluruhan 

SKP ASN 

87,40  

Persentase 
Pemenuhan 
Kebutuhan 

Pegawai Seluruh 
OPD 

Jumlah Jabatan 
yang terisi 

Seluruh OPD 
(/) Jumlah 

Total Jabatan 
Seluruh OPD 

(x) 100 

62,55% 62,21% 

KEGIATAN 

1 Pengadaan, 
Pemberhentian dan 

Informasi 
Kepegawaian ASN 

Persentase 
pengadaan ASN 

Jumlah 
Formasi yang 

Terisi (/) 
Jumlah 

Keseluruhan 
Formasi (x) 100 

97,50% 94,56% 

Persentase ASN 
yang 

pensiun/berhenti 

Jumlah ASN 
yang Pensiun 

(/) Jumlah 
Total ASN (x) 

100 

3,85% 3,76% 
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Persentase 
Updating 

Informasi Data 
Kepegawaian 

Jumlah 
Realisasi 

updating Data 
ASN (/) jumlah 
Total Updating 
Data (x) 100 

100% 99,52% 

No Program/Kegiatan Indikator 
Formulasi 
Indikator 

Target 2021 
Capaian 

2021 

2 Mutasi dan Promosi 
ASN 

Persentase 
pelaksanaan 
Mutasi ASN 

Jumlah ASN 
yang dimutasi 

(/) jumlah Total 
ASN (x) 100 

8,80 21,07 

3 Pengembangan 
Kompetensi ASN 

Persentase 
Pengembangan 
Kompetensi ASN 

Rata-rata 
Capaian sub 

kegiatan 
Pengembangan 

Kompetensi 
ASN 

100% 100% 

4 Penilaian dan 
Evaluasi Kinerja 

Aparatur 

Cakupan 
Penilaian dan 

Evaluasi Kinerja 
Aparatur 

Jumlah ASN 
yang dinilai 

Kinerjanya (/) 
Jumlah Total 
ASN (x) 100 

100% 100% 

 

 Berdasrkan hasil pengukuran untuk jumlah Persentase Updating Informasi Data 

Kepegawaian ditahun 2021 ditargetkan sebesar 100% sedangkan capaiannya sebesar 99,52% 

terpaut selisih 0,48%. 
 

a. Persentase Pelaksanaan Mutasi ASN merupakan indikator yang digunakan untuk 

mengukur jumlah pelaksanaan mutasi ASN dilingkup Kabupaten Sidenreng 

Rappang Tahun 2021, formulasinya sebagai berikut : 

0ÅÒÓÅÎÔÁÓÅ 0ÅÌÁËÓÁÎÁÁÎ -ÕÔÁÓÉ !3.
ὐόάὰὥὬ ὃὛὔ ώὥὲὫ ὨὭάόὸὥίὭ

ὐόάὰὥὬ Ὕέὸὥὰ ὃὛὔ
ὼ ρππϷ 

 

                   0ÅÒÓÅÎÔÁÓÅ 0ÅÌÁËÓÁÎÁÁÎ -ÕÔÁÓÉ !3.
ρȢπςυ

τȢψφυ
ὼ ρππϷ 

= 21,07% 

Berdasrkan hasil pengukuran untuk jumlah Persentase Pelaksanaan Mutasi ASN 

ditahun 2021 ditargetkan sebesar 8,80% sedangkan capaiannya sebesar 21,07% 

terpaut selisih lebih dari target 12,27%. 
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b. Persentase Pengembangan Kompetensi ASN dilakukan untuk Mengukur Rata-

rata Capain Sub Kegiatan yang mengakomodir Pengembangan Kompetensi 

ASN antara lain Pengelolaan Asessment Center, Pendidikan Lanjutan ASN 

serta Pengembangan Karier dalam Jabatan Fungsional, Formulasinya dapat 

dilihat dibawah ini : 

 
0ÅÒÓÅÎÔÁÓÅ 0ÅÎÇÅÍÂÁÎÇÁÎ +ÏÍÐÅÔÅÎÓÉ !3.ὙὥὸὥὙὥὸὥ ὅὥὴὥὭὥὲ Ὓόὦ ὑὩὫὭὥὸὥὲ 

 
=100% 

c. Cakupan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur merupakan indikator yang 

ditetepakna untuk mengukur pelaksanaan dan penilaian Kinerja aparatur 

formulasinya sebagai berikut : 

#ÁËÕÐÁÎ 0ÅÎÉÌÁÉÁÎ ÄÁÎ %ÖÁÌÕÁÓÉ +ÉÎÅÒÊÁ !ÐÁÒÁÔÕÒ
ὐόάὰὥὬ ὃὛὔ ώὥὲὫ ὨὭὲὭὰὥὭ ὑὭὲὩὶὮὥὲώὥ

ὐόάὰὥὬ Ὕέὸὥὰ ὃὛὔ
ὼ ρππϷ 

 

    #ÁËÕÐÁÎ 0ÅÎÉÌÁÉÁÎ ÄÁÎ %ÖÁÌÕÁÓÉ +ÉÎÅÒÊÁ !ÐÁÒÁÔÕÒ
τȢψφυ

τȢψφυ
ὼ ρππϷ 

 = 100% 

 

 

 Analisis pencapaian sasaran 2 : Meningkatnya Kompetensi Aparatur Daerah 

sebagaimana diketahui bahwa Pengembangan Kompetensi ASN merupakan hak bagi 

setiap ASN, sebagaiman Tercantum dalam pasal 21 UU ASN No. 5 Tahun 2014. Terkait 

dengan Pengembangan Karier ASN dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, 

penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah.  

 Kompetensi sebagaimana dimaksud meliputi: 

a. Kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan 

teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis; 

b. Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural 

atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan 

c. Kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan 

masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki 

wawasan kebangsaan. 

Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud antara lain melalui 

pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran, Pengembangan kompetensi 

harus dievaluasi oleh Pejabat yang Berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar 

dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier. Dalam mengembangkan 

kompetensi setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan 

kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi 

masing-masing. 

 

2 

 

Meningkatnya Kompetensi Aparatur Daerah 



 17 

LKJ-IP BKPSDM 2021  

Sasaran Meningkatnya Kompetensi Aparatur Daerah, dapat dijelaskan melalui 

indikator serta penjelasan berikut : 

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 

 

  

 Perbandingan antara target dan kinerja tahun 2021 menunjukkan hasil yang 

memuaskan dimana ditargetkan 4,55% ASN yang direncanakan mengikuti pendidikan dan 

pelatihan sementara pada realisasinya sebesar 12,15% diharapkan ditahun brikutnya 

ditetapkan target yang lebih lagi sehingga menunjang pengembangan kompetensi ASN itu 

sendiri. Adapun cara perhitungannya sebagai berikut : 
0ÅÒÓÅÎÔÁÓÅ !3. ÙÁÎÇ ÍÅÎÇÉËÕÔÉ ÐÅÎÄÉÄÉËÁÎ ÄÁÎ ÐÅÌÁÔÉÈÁÎ

ὐόάὰὥὬ ὃὛὔ ώὥὲὫ άὩὲὫὭὯόὸὭ ὴὩὲὨὭὨὭὯὥὲ Ὠὥὲ ὖὩὰὥὸὭὬὥὲ

ὐόάὰὥὬ Ὕέὸὥὰ ὃὛὔ
ὼ ρππϷ 

 

0ÅÒÓÅÎÔÁÓÅ !3. ÙÁÎÇ ÍÅÎÇÉËÕÔÉ ÐÅÎÄÉÄÉËÁÎ ÄÁÎ ÐÅÌÁÔÉÈÁÎ
υωυ

τȢψφυ
ὼ ρππϷ 

    = 12,23% 

 

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan 

beberapa tahun terakhir 

   

  

Pada sasaran Meningkatnya Kompetensi Aparatur Daerah dari tahun ke tahun 

capaiannya fluktuatif, dan pada tahun 2021 menunjukkan penambahan yang signifikan dan 

melebihi target yang telah ditetapkan ini menunjukkan progres pengembangan kompetensi 

ASN di Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi perhatian lebih bagi pemerintah daerah, 

sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi ASN itu sendiri 

 

 

Sasaran 

Startegis 

Indikator Kinerja  Satuan Target Realisasi Capaian 

(%)  

Meningkatnya 

Kompetensi 

Aparatur 

Daerah 

1 Persentase ASN 

yang Mengikuti 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

Persentase 4,55 12,23 268,80 

Skala Capaian 268,80% 

Indikator Kinerja  Capaian (%) 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Persentase ASN yang 

Mengikuti Pendidikan 

dan Pelatihan 

3,44 6,65 5,49 1,16 12,23 
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c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka 

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 

 

 

   Jika melihat dari Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng 

Rappang yang ditargetkan adalah 6,39% dan rata-rata sampai dengan tahun 2021 atau 

tiga tahun terakhir yaitu sebesar 6,29% maka capaiannya sudah 98,49%. 

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan 

kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan 

Keberhasilan peningkatan kinerja pencapaian indikator pada sasaran 

Meningkatnya Kompetensi Aparatur Daerah tidak terlepas dari adanya dukungan 

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang khususnya Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang dalam 

menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dalam pelaksanaan Pengembangan 

kompetensi ASN di tahun 2021 serta dukungan dari instansi terkait dalam rangka 

mengusulkan dan mengirim ASN yang berhak mendapatkan pengembangan 

kompetensi, baik dalam jabatan struktural maupun fungsional. Koordinasi dan 

penjenjangan karier ASN disetiap OPD di kabupaten Sidenreng Rappang menjadi hal 

penting, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Sidenreng Rappang memberikan wadah serta rekomendasi bagi ASN yang 

akan mengikuti pengembangan kompetensi. 

Adapun Jenis Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti ASN dilingkup 

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :  

¶ Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk II   : 5 Orang 

¶ Pendidikan dan Pelatihan Dasar (LATSAR)   : 116 Orang 

¶ Bimtek Penyusunan LPPD     : 40 Orang 

¶ Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola PBJ : 10 Orang 

¶ Bimbingan Teknis Manajemen Kepegawaian   : 100 Orang 

¶ Bimbingan Teknis Pengelola Pengadaan Barang Jasa dan 

Ujian Sertifikasi Keahlian     : 20 Orang 

¶ Pelatihan Kearsipan      : 2 Orang 

¶ Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Indikator Kinerja  Satuan Kondisi 

Kinerja 

pada Akhir 

Periode 

RENSTRA 

Rata-rata 

Realisasi 

sampai 

dengan 

tahun ini  

Capai

an 

(%)  

1 Persentase ASN yang 

Mengikuti Pendidikan dan 

Pelatihan 

Persentase 6,39 6,29 98,49 
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Pemerintah (SAKIP)      : 50 Orang 

¶ Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan Daerah   : 50 Orang 

¶ Diklat Fungsional (Tenaga Pendidik, Tenaga Penyuluh,  

Tenaga Kesehatan dan Cakep     : 200 Orang 

¶ Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran   : 2 Orang 

 

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

  Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja 

tahun 2021 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Kompetensi Aparatur Daerah 

adalah sebesar Rp. 1.238.277.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.214.711.600 atau 98,10 

persen. 

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja 

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya 

Kompetensi Aparatur Daerah ini adalah sebanyak 1 program, 2 kegiatan dan 2 Sub 

Kegiatan dapat dilihat di tabel dibawah ini : 

 

PROGRAM KEGIATAN  SUB KEGIATAN  

Pengembangan Sumber 

Daya Manusia 

Pengembangan Kompetensi 

Teknis 

Penyelenggaraan 

Pengembangan Kompetensi 

Teknis Umum, inti, dan 

pilihan bagi jabatan 

Administrasi 

Penyelenggara Urusan 

Pemerintahan Konkuren, 

Perangkat Daerah 

Penunjang, dan Urusan 

Pemerintahan Umum 

Sertifikasi, Kelembagaan, 

Pengembangan Kompetensi 

Manajerial dan Fungsional 

Penyelenggaraan 

Pengembangan Kompetensi 

bagi pimpinan Daerah, 

Jabatan Pimpinan Tinggi, 

Jabatan Fungsional, 

Kepemimpinan, 

Kepemimpinan, dan 

Prajabatan 

 

Keberhasilan Pencapaian, Program, Kegiatan serta sub Kegiatan tidak terlepas dari 

dukungan sarana dan prsarana serta adanya indikator mulai dari level Program sampai 

dengan sub kegiatan yang telah ditetapkan sehingga menjadi acuan dan standar dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi pokok pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 
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daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang, indikator pada sasaran Meningkatnya 

Kompetensi Aparatur Daerah dapat dilihat dalam tabel berikut : 

No Program/Kegiatan Indikator 
Formulasi 
Indikator 

Target 2021 
Capaian 

2021 

PROGRAM 

1 Program 
Pengembangan 
Sumber Daya 

Manusia 

Rasio Jabatan 
Fungsional    

bersertifikat 
Kompetensi     (%)     

(PNS tidak 
termasuk guru 

dan 
tenaga 

kesehatan) 

Jumlah Jabatan 
Fungsional yang 

bersertifikat 
Kompetensi (/) 
Jumlah Total 

Jabatan 
Fungsional 

(x)100 (tidak 
termasuk guru 

dan tenaga 
kesehatan) 

59,60 19,48 

KEGIATAN 

1 Pengembangan 

Kompetensi 

Teknis 

Persentase ASN 
Yang Mengikuti 
Pendidikan Dan 

Pelatihan 
Teknis/Fungsional 

Jumlah ASN yang 
mengikuti 

pendidikan dan 
pelatihan 

teknis/fungsional 
(/) jumlah Total 

keseluruhan ASN 
(x) 100 

4,00 12,23 

2 Sertifikasi, 

Kelembagaan, 

Pengembangan 

Kompetensi 

Manajerial dan 

Fungsional 

Persentase 
Pejabat ASN yang 
Telah Mengikuti 
pendidikan dan 

Pelatihan 
Struktural 

Jumlah Pejabat 
Struktural yang 
telah mengikuti 
diklat struktural 

(/) jumlah 
Jabatan 

Struktural (x) 
100 

53,22 25,81 

 

Adapun penjelasan untuk Formulasi perhitungan Program dan Kegiatan pada tabel 

diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 

a. Indikator Program Pengembangan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan adalah 

Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (tidak termasuk guru dan tenaga 

kesehatan) Formulasinya adalah : 

 
ὐόάὰὥὬ ὐὥὦὥὸὥὲ ὊόὲὫίὭέὲὥὰ ώὥὲὫ ὦὩὶίὩὶὸὭὪὭὯὥὸ ὑέάὴὩὸὩὲίὭ 

ὐόάὰὥὬ Ὕέὸὥὰ ὐὥὦὥὸὥὲ ὊόὲὫίὭέὲὥὰ ὸὭὨὥὯ ὸὩὶάὥίόὯ Ὣόὶό Ὠὥὲ ὸὩὲὥὫὥ ὯὩίὩὬὥὸὥὲ
ὼ ρππϷ 

 
φπ

σπψ
ὼ ρππϷ 

 

            = 19,48% 
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 Berdasarkan formulasi diatas dapat dilihat rasio jabatan fungsional bersertifikat 

kompetensi tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan sebesar 19,48%, di mana 

jumlah jumlah jabatan fungsional keseluruhan (tidak termasuk guru dan tenaga 

kesehatan) adalah 308 jabatan fungsional dan yang telah bersertifikat kompetensi 

yaitu 60 jabatan fungsional. Jadi masih tersisa 248 jabatan fungsional yang belum 

bersertifikat kompetensi atau sebesar 80,52% 

b. Indikator kegiatan untuk pengembangan kompetensi teknis yang ditetapkan adalah 

Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Teknis/Fungsional di 

mana formulasinya sebagai berikut : 

 
ὐόάὰὥὬ ὃὛὔ ώὥὲὫ άὩὲὫὭὯόὸὭ ὴὩὲὨὭὨὭὯὥὲ Ὠὥὲ ὴὩὰὥὸὭὬὥὲ ὸὩὯὲὭίȾὪόὲὫίὭέὲὥὰ  

ὮόάὰὥὬ Ὕέὸὥὰ ὯὩίὩὰόὶόὬὥὲ ὃὛὔ
ὼ ρππϷ 

 
υωυ

τȢψφυ
ὼ ρππϷ 

 

            = 12,23% 

 Pengukuran terhadap indikator ini menunjukkan jumlah ASN yang melaksanakan 

pendidikan dan pelatihan teknis fungsional, dimana jumlah ASN yang mengikuti 

sebanyak 595 orang dan dibagi dengan jumlah keseluruhan ASN per 31 Desember 

sebanyak 4.865 orang, sehingga persentase capaiannya sebesar 12,23%. Rendahnya 

capaian ini dikarenakan adanya ASN yang tidak mengikuti pendidikan dan pelatihan 

tekni/fungsional, koordinasi yang kurang dalam laporan hasil mengikuti kegiatan 

diklat serta kurangnya anggaran mandatory spending yang dialokasikan dalam 

pelaksanaan diklatt. 

c. Indikator kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi 

Manajerial dan Fungsional yang ditetapkan adalah Persentase Pejabat ASN yang 

Telah Mengikuti pendidikan dan Pelatihan Struktural dimana formulasinya sebagai 

berikut : 

 
ὐόάὰὥὬ ὖὩὮὥὦὥὸ ὛὸὶόὯὸόὶὥὰ ώὥὲὫ ὸὩὰὥὬ άὩὲὫὭὯόὸὭ ὨὭὯὰὥὸ ίὸὶόὯὸόὶὥὰ   

ὮόάὰὥὬ ὐὥὦὥὸὥὲ ὛὸὶόὯὸόὶὥὰ
ὼ ρππϷ 

 
ρφπ

φςπ
ὼ ρππϷ 

 

           = 25,81% 

 Pencapaian indikator pesentase pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan 

pelatihan struktural memiliki capaian yaitu 25,81% dimana masih terdapat banyak 

pejabat yang belum mengikuti diklat struktural terutama di eselon III dan eselon IV. 

Penjelasan terkait jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti pendidikan dan 

pelatihan struktural dapat dilihat di bawah ini : 
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Jumlah Pejabat 
Struktural 

yang telah 
diklat struktural 

yang belum 
diklat struktural 

Total 
Jabatan 

Selisih (Total Jabatan ς 
Jumlah Pejabat yang 

telah diklat) 

JPT 13 14 30 17 

Eselon III 37 108 158 121 

Eselon IV 110 432 432 322 

JUMLAH 160 554 620 460 

 

 

Analisis pencapaian sasaran 3 : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan 

Keuangan, pada sasaran ini indikator yang ditetapkan dalam pencapaiannya yaitu Predikat 

Nilai Sakip yang ditargetkan adalah 62 (B) yang memeiliki kategori Baik, Laporan kinerja 

merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan 

kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang 

diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta 

pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. 

Tujuan Pelaporan Kinerja sebagai berikut : 

a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja 

yang telah dan seharusnya dicapai, 

b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk 

meningkatkan kinerjanya 

Badan Kepegwaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten 

Sidenreng Rappang pada Tahun 2021 menargetkan pencapain predikat Nilai SAKIP instansi 

yaitu B (62), berikut penjelasan diuraian dibawah ini : 

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 

 

 

Sasaran Strategis Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan dapat dilihat 

indikator kinerja Predikat Nilai SAKIP yang diperoleh Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang di Tahun 2020 yaitu 

62,48 (B), adapun yang ditampilkan adalah capaian kinerja 2020 dikarenakan Reviu yang 

dilaksanakan Inspektorat Kabupaten lebih lambat dari penyusunan LKJ IP ini. 

 

3 Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan 

Sasaran Startegis Indikator 

Kinerja  

Satuan Target Realisasi Capaian 

(%)  

Meningkatnya Tata 

Kelola Kinerja dan 

Keuangan 

1 Predikat 

Nilai 

SAKIP 

Nilai dan 

Kategori 

62 (B) 62,48 100,77 

Skala Capaian 100,77 



 23 

LKJ-IP BKPSDM 2021  

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan 

beberapa tahun terakhir 

 

Jika dilihat capaian Predikat Nilai SAKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang dari Tahun ke tahun menunjukkan 

progres yang meningkat meskipun secara poin berkurang di Tahun 2020 dikarenakan adanya 

pandemi Covid 19 dan perubahan nomenklatur ke Permendagri 90 yang mempengaruhi 

capaian kinerja intansi secara keseluruhan. 

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka 

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 

 

 

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan 

kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan 

Keberhasilan pencapaian indikator pada sasaran Meningkatnya Tata Kelola 

Kinerja dan Keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kabupaten Sidenreng tidak terlepas dari capaian kinerja dari setiap Indikator 

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan 

kegiatan itu sendiri, pada tahun 2020 capaian kinerja setelah di reviue inspektorat 

kabupaten menunjukkan hasil pengukuran yang baik, meskipun poin di tahun 

sebelumnya lebih tinggi yaitu 2019 dengan poin 68,13 dan di 2020 62,48 tetapi kategori 

yang didapat tetap bernilai B hasil pengukuran yang dilakukan inspektorat Kabupaten 

Sidenreng Rappang dapat dilihat di bawah ini :  

 

 

 

Indikator Kinerja  
Capaian (%) 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Predikat Nilai SAKIP - 59,65 

(CC) 

68,13 

(B) 

62,48 

(B) 

- 

Indikator Kinerja  Satuan 

Kondisi 

Kinerja 

pada Akhir 

Periode 

RENSTRA 

Rata-rata 

Realisasi 

sampai 

dengan 

tahun ini  

Capaian  

1 Predikat Nilai SAKIP Nilai dan 

Kategori 

64 (B) 62,48 (B) 62,48 

(B) 
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e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

  Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 

2021 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan 

adalah sebesar Rp. 3.662.020.700 dan terealisasi sebesar Rp. 3.620.494.829 atau 98,87 

persen. 

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja 

 Program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian sasaran Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan  

yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan 5 kegiatan 

didalamnya, serta 9 subkegiatan, penjelasan dari program, kegiatan dan sub kegiatan 

yang di maksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 

PROGRAM KEGIATAN  SUB KEGIATAN  

Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Kab/Kota 

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN 

Pelaksanaan Penatausahaan 

dan pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD 

Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah 

Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik 

Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor 

Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya 



 30 

LKJ-IP BKPSDM 2021  

Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya 

 Penataan Organisasi Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Kinerja 

Pemerintah Daerah 

 

Keberhasilan Pencapaian, Program, Kegiatan serta sub Kegiatan tidak terlepas dari 

dukungan sarana dan prsarana serta adanya indikator mulai dari level Program sampai 

dengan sub kegiatan yang telah ditetapkan sehingga menjadi acuan dan standar dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi pokok pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang, indikator tersebut dapat dilihat dalam tabel 

berikut : 

No Program/Kegiatan Indikator  Formulasi 

Indikator  

Target 

2021 

Capaian 

2021 

PROGRAM 

1 Program Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah Kab/Kota 

Persentase 

Pelaksanaan 

Program 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Rata-rata 

Realisasi 

Capaian 

Kegiatan (/) 

Total Rata-

rata Target 

Capaian 

Kegiatan (x) 

100 

85 102,78 

KEGIATAN 

1 Administrasi 

Keuangan 

Perangkat Daerah 

Persentase 

Realisasi 

Keuangan 

Perangkat 

Daerah 

Realisasi 

Anggaran (/) 

Target 

Anggaran (x) 

100 

90% 98,63% 

2 Administrasi 

Umum Perangkat 

Daerah 

Persentase 

Pelaksanaan 

Perjalanan 

Dinas 

Jumlah 

Perjalanan 

Dinas 

Terealisasi (/) 

Target 

Perjalanan 

Dinas (x) 100  

85% 

 

 

 

93,33% 

No Program/Kegiatan Indikator  Formulasi 

Indikator  

Target 

2021 

Capaian 

2021 



 31 

LKJ-IP BKPSDM 2021  

3 Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

Cakupan 
Penyediaan 

Jasa Penunjang 

Urusan 

Rata-rata 
Capaian sub 

kegiatan Jasa 

Penunjang 

urusan 

Pemerintah 

Daerah 

92% 93,27% 

4 Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Persentase 

Pemeliharaan 

Barang milik 

Daerah 

Jumlah 

Barang Milik 

daerah yang 

dipelihara (/) 

Jumlah Total 

Barang Milik 

Daerah (x) 

100 

100% 100% 

5 Penataan 

Organisasi 

Cakupan 

Penyelesaian 

Laporan 

Kinerja SKPD 

Jumlah 

Laporan yang 

Terselesaikan 

(/) jumlah 

Target 

Laporan (x) 

100 

100% 100% 

 

 Penjelasan untuk setiap indikator Program dan kegiatan ditabel di atas dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

a. Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota indikator 

yang ditetapkan adalah persentase pelaksanaan Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah dengan formulasi sebagai berikut : 
 

Ὑὥὸὥὶὥὸὥ ὙὩὥὰὭίὥίὭ ὅὥὴὥὭὥὲ ὑὩὫὭὥὸὥὲ 

Ὕέὸὥὰ Ὑὥὸὥὶὥὸὥ ὝὥὶὫὩὸ ὅὥὴὥὭὥὲ ὑὩὫὭὥὸὥὲ
ὼ ρππϷ 

 

ωυȟωω

ωχȟπυ
ὼ ρππϷ 

           = 103,90% 

Di bawah ini merupakan tabel untuk capaian untuk semua kegiatan pada 

program penunjang urusan pemerintahan daerah ; 

No Kegiatan Target Capaian 

1 Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

90% 98,63% 

2 Administrasi Umum Perangkat 

Daerah 

85% 93,33% 

3 Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah 

92% 93,27% 

No Kegiatan Target Capaian 
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4 Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

100% 100% 

5 Penataan Organisasi 100% 100% 

Rata-rata 93,40% 97,05% 

 

b. Untuk kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah indikator yang 

ditetapkan adalah persentase realisasi keuangan perangkat daerah, formulasi 

perhitungannya sebagai berikut : 
 

ὙὩὥὰὭίὥίὭ ὃὲὫὫὥὶὥὲ 

ὝὥὶὫὩὸ ὃὲὫὫὥὶὥὲ
ὼ ρππϷ 

 

φȢτσψȢψωυȢφωτ

φȢυςψȢππσȢωππ
ὼ ρππϷ 

      
     = 98,63% 

Persentase realisasi keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu sebesar 98,63% dimana 

anggaran yang ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 6.528.003.900 dan 

realisasinya sebesar 6.438.895.694. 

c. Untuk kegiatan administrasi Administrasi Umum Perangkat Daerah indikator 

yang ditetapkan adalah Persentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas, formulasi 

perhitungannya sebagai berikut : 
 

ὐόάὰὥὬ ὖὩὶὮὥὰὥὲὥὲ ὈὭὲὥί ὝὩὶὩὥὰὭίὥίὭ  

ὝὥὶὫὩὸ ὖὩὶὮὥὰὥὲὥὲ ὈὭὲὥί
ὼ ρππϷ 

 

υφ ὯὥὰὭ

φπ ὯὥὰὭ
ὼ ρππϷ 

      
       = 93,33% 

d. Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

indikator yang ditetapkan adalah Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan, 

formulasi perhitungannya adalah rata-rata Capaian sub kegiatan Jasa Penunjang 

urusan Pemerintah Daerah  sebagai berikut : 

No Sub Kegiatan Capaian (%)  

1 Penyediaan jasa Surat Menyurat 82,46% 

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air 

dan Listrik 

93,42% 

3 Penyediaan jasa Pelayanan umum Kantor 100% 

Rata-rata Capaian 93,42% 

 

e. Untuk kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah indikator yang ditetapkan adalah Persentase 

Pemeliharaan Barang milik Daerah, formulasi perhitungannya sebagai berikut : 
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ὐόάὰὥὬ ὄὥὶὥὲὫ ὓὭὰὭὯ ὨὥὩὶὥὬ ώὥὲὫ ὨὭὴὩὰὭὬὥὶὥ 

ὐόάὰὥὬ Ὕέὸὥὰ ὄὥὶὥὲὫ ὓὭὰὭὯ ὈὥὩὶὥὬ
ὼ ρππϷ 

 

ρτ ὟὲὭὸ

ρτ ὟὲὭὸ
ὼ ρππϷ 

      
         = 100% 

f. Untuk kegiatan Penataan Organisasi indikator yang ditetapkan adalah Cakupan 

Penyelesaian Laporan Kinerja SKPD, formulasi perhitungannya sebagai 

berikut: 
ὐόάὰὥὬ ὒὥὴέὶὥὲ ώὥὲὫ ὝὩὶίὩὰὩίὥὭὯὥὲ 

ὮόάὰὥὬ ὝὥὶὫὩὸ ὒὥὴέὶὥὲ
ὼ ρππϷ 

 

χ ὒὥὴέὶὥὲ

χ ὒὥὴέὶὥὲ
ὼ ρππϷ 

      
         = 100% 

 

Capaian Kinerja Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 

No Sasaran Strategis Skala Capaian 

Kinerja  

Kategori 

1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan 

dibidang Kepegawaian 

112% Sangat Baik 

2 Meningkatnya Kompetensi Aparatur 

Daerah 

268,80% Sangat Baik 

3 Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan 

Keuangan 

100,77% Sangat Baik 

HASIL PENGUKURAN PENCAPAIAN 

SASARAN (PPS) 

160,5% Sangat Baik 

 

B. Realisasi Anggaran 
 

 

 

 Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 

2021, di dukung dengan Anggaran sebesar Rp. 6.528.003.900,- Terealisasi Sebesar Rp. 

6.438.395.694,- atau 98,63% secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut : 

1. Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.101.435.830 

2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 3.336.959.864,- 

3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. - 
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Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian 

sasaran adalah sebagai berikut : 

Sasaran Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 

Realisasi 

% 

Efisiens

i 

Meningkatnya 

Kualitas 

Pelayanan 

dibidang 

Kepegawaian 

Program 

Kepegawaian 

Daerah 

1.605.163.200 1.584.646.865 98,72 1,28 

Meningkatnya 

Kompetensi 

Aparatur Daerah 

Program 

Pengembangan 

Sumber Daya 

Manusia 

1.238.277.000 1.214.771.600 98,10 1,90 

Meningkatnya 

Tata Kelola 

Kinerja dan 

Keuangan 

Program 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintah 

Daerah 

Kab/Kota 

3.684.563.700 3.642.639.829 98,86 1,14 

Jumlah 6.528.003.900 6.442.058.294 98,68 1,32 
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BAB IV 

P  E  N  U  T  U  P 

1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 

Sidenreng Rappang sebagai SKPD teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian. Agar 

pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan 

pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien. Dengan 

memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, Hasil Pengukuran Pencapaian 

Sasaran (PPS) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Sidenreng secara keseluruhan tercapai 160,5%, maka dapat dikatakan 

bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 

Sidenreng dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target 

sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan Sangat Baik, dilakukannya refocusing 

sebagai bentuk respon pemerintah daerah dalam menghadapi Pandemi Covid 19 

disamping itu juga, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia 

Kabupaten Sidenreng Rappang berusaha memaksimalkan pencapaian target yang telah 

ditetapkan di tahun 2021.  

2. Penyelesaian Isu Strategis 

Menjawab isu strategis yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng seperti yang dijelaskan 

pada Bab I diatas antara lain : 

1. Masih Kurangnya ASN yang menduduki Jabatan Fungsional (tidak termasuk guru 

dan tenaga kesehatan), berdasarkan data terakhir per 31 Desember 2021 sebanyak 

302 orang, ditahun 2022 nanti akan bertambah dikarenakan adanya penyetaraan 

ASN yang menduduki jabatan struktural dan dialihkan ke Jabatan Fungsional, dan 

otomatis jumlah pejabat fungsional di tahun 2022 akan meningkat. 

2. Masih adanya pegawai yang berpendidikan SMA kebawah, berdasarkan data 

terakhir per 31 Desember jumlah ASN yang berpendidikan SMA kebawah sebanyak 

453 orang data ini akan mengalami penurunan setiap tahunnya karna adanya 

program penyesuaian ijazah yang dilaksanakan BKPSDM Kabupaten Sidenreng 

Rappang. 

3. Masih adanya pegawai fungsional selain guru dan tenaga kesehatan belum 

bersertifikat, data per 31 Desember 2021 jumlah ASN yang bersertifikat sebanyak 

111 orang dari 302 orang, jadi jumlah jabatan fungsional yang bersertifikat 

kompetensi tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan rasionya sebesar 36,75%, 

angka ini menunjukkan jumlah jabatan fungsional belum bersertifikat masih banyak 

dan diharapkan tahun berikutnya bisa lebih banyak. 

4. Masih rendahnya ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, yang 

dimaksud disini adalah pendidikan SMA ke S1, S1 ke S2, mekanisme keikitsertaan 

pendidikan dan pelatihan formal melalui Tugas Belajar dan Izin Belajar diharapkan 
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mampu menjadi wadah bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi ASN 

itu sendiri. Tahun 2021 jumlah ASN yang mendapatkan Izin belajar dan Tugas 

Belajar sebanyak 126 orang. 

5. Pelaksanaan diklat struktural belum mencapai target yang telah ditetapkan 

disebabkan keterbatasan alokasi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan, 

permasalahan ini merupakan masalah klasik dari tahun ke tahun sehinnga 

menyebabkan banyaknya pejabat belum mengikuti diklat struktural. Data sampai 

dengan 31 Desember 2021 yaitu 25,81%, hal yang menyebabkan kurangnya 

persentase ini adalah pejabat sudah pensiun dan pengangkatan pejabat baru serta 

naiknya eselon pejabat. 

3. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang 

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang di masa 

mendatang antara lain yaitu : 

1. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) agar terintegrasi 

dengan aplikasi lain 

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan dibidang Kepegawaian yang cepat dan tepat 

waktu. 

3. Peningkatan Kesdisiplinan Aparatur dengan Kegiatan Program Peningatan 

disiplin Aparatur dengan Melalui SIDAK yang lebih rutin. 

4. Pemenuhan saran dan prasarana aparatur dalam rangka membantu peningkatan 

kinerja Instansi. 

5. Mengkoordinasikan dengan Tim TAPD terkait pengembangan kompetensi 

ASN baik itu diklat teknis/fungsional dan diklat struktural agar dipersiapkan 

penganggarannya. 

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2021 untuk 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 

Sidenreng Rappang, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk 

kegiatan/ kinerja yang akan datang. 

Pangkajene Sidenreng, 04 Januari 2022 

 

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Sidenreng Rappang 

 

 

 

 

 

FAIZAL SEHUDDIN, S.STP, M.Adm.KP  

N I P : 19801006 200012 1 001 
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LAMPIRAN FOTO PELAKSANAAN KEGIATAN  DAN 

PRODUK LAYANAN BKPSDM  TA. 2021 
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PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JPT PRATAMA 2021  
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PELAKSANAAN PRAJABATAN TAHUN  2021 
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PELAKSANAAN SELEKSI ASN TAHUN 2021  
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PELAKSANAAN PENYUMPAHAN CASN MENJADI 

ASN FORMASI TAHUN 2020 
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PELAKSANAAN UJIAN DINAS & PENYESUAIAN 

IJAZAH TAHUN 2021  



 47 

LKJ-IP BKPSDM 2021  

 



 48 

LKJ-IP BKPSDM 2021  

PRODUK LAYANAN BKPSDM TAHUN 2021  

(SK KENAIKAN PANGKAT)  
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PRODUK LAYANAN BKPSDM TAHUN 2021  

(MUTASI PINDAH MASUK DAN KELUAR)  
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PRODUK LAYANAN BKPSDM TAHUN 2021  

(SK BERKALA)  
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PRODUK LAYANAN BKPSDM TAHUN 2021  

(IZIN CUTI)
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PRODUK LAYANAN BKPSDM TAHUN 2021  

(SK PENSIUN)


